TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN O;..QIHIAGA
J1. Jend. Soeharto No. 50 Telp. 1387 - 61
WAINGAPU SUMBA TIMUR NTT

PEMBERIAN IZIN OPERASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : DPKO. 421.1/ 406 / 1/2024
TENTANG s
ONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK US

A “

DINI KELOMPOK BERMAIN “ KB .SAMARI

DI KELURAHAN WANGGA KECAMATAN KAMBERA
KABUPATEN SUMBA TIMUR

; No AHRAGA KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OL

Menimbang

Mengingat

didikan
masyarakat terhadap pelayanan pen
?gikan Zmak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten

" g, di
Sumba Timur telah membuka jenjang Pendidikan Anak Usia Du:ul(( nglDe;]’eI;;)g::ai aI:
beberapa Desa / Kelurahan yang memenuhi persyaratan un. y
pendidikan non formal yang dikelola oleh Pemerintah dan yayasan;

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuh.
formal dan non formal pada jenjang Pend

bahwa dalam pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Ustae l|))1m serta datzebu;ug:ledgk;g
j i i akat, berbangsa

kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, :

dipa.:ldang perlu melakukan strategi serta mendukung kt?beradaan Taman Kanak kl:;lgall; D(

TK, Taman Penitipan Anak ( TPA ), Kelompok Bermain ( Kober ), dan Satuan

Sejenis ( SPS ) ke dalam seluruh proses pembangunan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dal.arp huruf a dan huruf !), perlu
diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dm‘l yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ( Lembaran Negara

‘ Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara! Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan;



Memperhatikan :

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Tembusan -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasionflelxll’endldlll::; ar;
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; tambahan baran
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496 );

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional chpblil:: ‘Indonesia Nomor 137 Tahun 2013

tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014

Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

liin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia ir
RUL e k5 ML KRN 024 ?lan 2024 Perihal Permohonan SK Ijin

Nomor: 406 /KB.SMR/KBR/1/2024, tanggal 23 Jan
i Pendidikan Anak Usia Dini KB . SAMARIA
e Ton i Pecyelogipian P didikan Anak Usia Dini kepada Lembaga KB.

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pen _
Samaria Kelurahan Wangga Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur

Memberikan Izin Penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku Terhitung Mulai Tanggal 23
Januari 2024 s/d tanggal 23 Januari 2029.

Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Lembaga KB. SM rpenjadl

tanggung jawab Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat
tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

b. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

c. Wajib mengirim laporan bulanan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan ditetapkan.

Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala
sesuatu akan ditinjau kembali,jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 23 Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan

epemitdaan Dan Olahraga
Q%fljpdtéiggShmba Timur.

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
:;2. II)(epala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang

- Para Pengawas TK/RA Sasaran Masing-masine d; ¢
4. Camat Kambera Tempat. Sl et
5. Kelurahan Wangga

6. Arsip.



ampl'faﬂ

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur
Nomor :DPKO. 421.1/ 406 /1/2024

Tanggal : 23 Januari 2024.

Daftar Nama Badan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini ( KB.SAMARIA)

DIDIKAN
NO NAMA LENGKAP JENIS JABATAN P]EERAKHIR
KELAMIN
Pembina SI
1. Camat Kambera L em
SI
2. Bunda Paud Kelurahan P Penanggung
Wangga J awab
P Pengelolah _—
3. Rahel Emu
Maryaanti Tawuru May ) el
4, P Sekretaris
Ribka J.S.Radja,S.Pdk P SI
5 Bendahara
6. Rahel Emu P SMA
Pendidik
7. Ribka J.S.Radja,S.Pdk P Pendidik SI
[I. / Naomi Manudjawa P Pendidik SMA
[9. / Maryanti Tawuru May P Pendidik SMA
Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 23 Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan

Kepemudaan Dan Olahraga




